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Paket informasi Terkini
RINGKASAN PERPUSTAKAAN DPR RI

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang penggantian atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU) melalui Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan | Tahun Sidang
2023-2024. Sebelumnya, berdasarkan laporan Ketua Komisi Il DPR RI Doli Kurnia Tanjung dalam Pembicaraan Tingkat | di
Komisi Il DPR RI, delapan fraksi menyatakan setuju RUU tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna,
sedangkan satu fraksi menyetujui dengan catatan.

Mendengar hal ini, Wakil Ketau DPR RI Sufmi Dasco Ahmad selaku pimpinan Paripurna kemudian menanyakan kembali
kepada seluruh fraksi yang hadir di Paripurna untuk meminta persetujuan terkait pengesahan pengganti UU ASN tersebut.

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang ASN dapat disahkan?” tanya Dasco yang kemudian dijawab 'setuju’ oleh seluruh fraksi yang hadir di Rapat
Paripurna, di Gedung Nusantara Il, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun menanyakan terakhir kali kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir dalam
Paripurna untuk meminta persetujuan terkait pengesahan UU ASN yang baru tersebut. "Sekali lagi, kepada seluruh anggota
Apakah RUU tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disetujui menjad
undang-undang?” tanyanya yang lagi dijawab 'setuju’ oleh seluruh peserta sidang.

Lebih lanjut, Ketua Komisi Il DPR RI Doli Kurnia Tanjung mengatakan pembahasan UU ASN yang baru ini butuh waktu yang
sangat panjang, kurang lebih dua tahun sembilan bulan, sehingga diharapkan UU ASN ini bisa menjawab tantangan ASN ke
depan agar terciptanya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia, indeks persepsi korupsi yang semakin baik, dan indeks
efektivitas pemerintahan yang semakin baik. "Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan
masyarakat yang makin sejahtera,” pungkasnya. (we/aha)
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